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Digitalisasi Pembiayaan Ultra Mikro: Peluang dan Tantangan 
Direktorat Sistem Manajemen Investasi 

 
 

Revolusi Industri 4.0 terjadi salah satunya karena perkembangan teknologi dan 
informasi yang begitu pesat. Perkembangan internet datang layaknya sebuah 
gelombang tsunami yang besar dan siap menyapu seluruh industri yang dilewatinya. 
Tak pelak UMKM di Indonesia kini dihadapkan dengan dua pilihan yaitu untuk 
mengambil papan seluncur dan ikut berseluncur dengan arus tersebut menuju 
perubahan atau ikut terdampar di tepian bersama puing-puing usaha yang tersapu 
oleh arus perubahan tersebut. Pemerintah juga menghadapi tantangan yang sama 
ketika harus menjawab tantangan yang menerpa UMKM-nya. Kebijakan Pemerintah 
harus turut menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. 

 Jika kita berusaha mengasosiasikan pelaku UMKM, terlebih lagi jika kita 
khususkan ke scope yang lebih mikro, yaitu usaha Ultra Mikro atau UMi, maka yang 
pertama terbayang dalam benak kita adalah adanya hambatan literasi teknologi. Ada 
tingkatan UMi yang belum akrab dengan teknologi atau yang lebih familiar dengan 
‘gaptek’ atau gagap teknologi. Belum lagi jika kita membicarakan hal yang terkait 
dengan tingkat inklusi keuangan pada level UMi.  

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi 
keuangan terhadap kelompok piramida terbawah dari masyarakat Indonesia ini, 
dimana UMi merupakan bagian dari program yang menyasar kelompok tersebut. 
Program-program bantuan sosial kini mulai disalurkan menggunakan kartu, dengan 
harapan agar dapat lebih tepat sasaran, namun tingkat serapan terhadap penggunaan 
mekanisme tersebut masih cukup rendah.  

Sebuah alternatif lain kini mulai dilirik. Berdasarkan hasil registrasi nomor 
seluler yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo baru-baru ini, tercatat ada lebih dari 
385 juta pengguna seluler di Indoneia. Sebuah jumlah yang bahkan melebihi jumlah 
penduduk Indonesia itu sendiri. Penggunaan telepon selular inilah yang mungkin 



 

 

7 INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 3 Nomor 6 Tahun 2018 

menjadi jawaban karena dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memiliki 
rekening yaitu sebanyak 64% dari total penduduk, maka besar kemungkinan UMi di 
Indonesia memiliki telepon seluler meskipun tidak memiliki rekening bank. 

Alternatif selanjutnya yang sebenarnya turut dibawa oleh arus perubahan ini 
adalah lahirnya financial technology atau yang lebih dikenal dengan fintech yang 
merupakan lembaga keuangan yang berbasis informasi dan teknologi. Kini untuk 
memiliki sebuah rekening simpanan, debitur tidak lagi harus mendatangi cabang 
perbankan. Debitur cukup mengunduh aplikasi fintech yang diinginkan dan dengan 
beberapa klik akan dapat memiliki rekening simpanan. Karena berbasis teknologi, 
fintech tidak memerlukan cabang fisik yang ada di daerah, yang sekaligus akan 
menurunkan cost terkait dengan akuisisi debitur barunya. 

Telepon Selular dan fintech inilah yang kini menjadi fokus pengembangan 
Pembiayaan UMi tahap selanjutnya. Berusaha mengawinkan kedua konsep tersebut, 
Pembiayaan UMi menggandeng tiga Penyelenggara Uang Elektronik (UNIK) dan satu 
penyedia marketplace untuk uji coba penyaluran Pembiayaan UMi secara digital yang 
diluncurkan oleh Menteri Keuangan pada 11 Desember 2018 lalu dan dihadiri oleh 
kementerian-kementerian teknis terkait. 

Dalam perkembangannya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang merupakan 
BLU di bawah Kementerian Keuangan selaku pelaksana program Pembiayaan Ultra 
Mikro (Pembiayaan UMi), menggandeng BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan 
Informasi (BAKTI) pada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sinergi kedua BLU 
tersebut ditujukan untuk membangun sebuah ekosistem digital yang akan 
menghubungkan antara Penyelenggara UNIK dengan Penyalur Pembiayaan Ultra 
Mikro. 

 

Pentingnya Digitalisasi Pembiayaan UMi bagi Pemerintah dan Debitur 

Sebagai Program Pemerintah yang dibiayai oleh APBN, faktor transparansi dan 
akuntabilitas menjadi faktor utama yang melandasi perlunya perubahan ini. 
Pemerintah juga harus dapat turut memanfaatkan arus perubahan yang dibawa oleh 
revolusi teknologi ini. Pemerintah kini dituntut untuk dapat memastikan bahwa dana 
Pembiayaan UMi yang disalurkan melalui LKBB tersebut telah diterima oleh debitur, 
bahkan lebih jauh lagi, Pemerintah dituntut untuk dapat memastikan ketepatan 
sasaran terkait penggunaan dana tersebut. 

Pembiayaan UMi yang selama ini disalurkan secara tunai, akan sulit untuk 
dipantau penggunaannya karena tidak adanya metode yang dapat secara akurat 
memantau pemanfaatan dana tersebut oleh debitur secara tunai. Untuk itu, 
Pemerintah kini memanfaatkan fintech dan penggunaan telepon seluler oleh debitur. 
Dengan menggunakan Uang Elektronik ini, Pemerintah kini bisa memastikan bahwa 
dana Pembiayaan UMi dapat sampai hingga ke Debitur dengan jumlah yang sesuai 
dengan akad pembiayaan yang disepakati antara Debitur dan Penyalur. Lebih jauh lagi, 
kini Pemerintah bisa mempelajari pola pemanfaatan dana Pembiayaan UMi oleh 
debitur dengan memanfaatkan pola transaksi debitur yang tercatat secara elektronik 
pada basis data Penyelenggara UNIK.  

Sedangkan bagi Debitur Pembiayaan UMi, pemanfaatan UNIK sebagai alat 
pembayaran akan memberikan kemudahan tersendiri sehubungan dengan 
penggunaan uang elektronik itu sendiri. Kini debitur tidak harus membawa uang tunai 
ketika akan belanja. UNIK juga relatif lebih aman jika debitur mengalami kemalangan 
misalkan dicopet, karena saldo UNIK akan secara aman tersimpan di basis data 
Penyelenggara UNIK. 
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Bahkah sebagaimana yang kita saksikan sekarang, UNIK banyak menawarkan 
program-program promosi pada merchant-merchant yang dimiliki. Potongan harga, 
cashback dan lain-lainnya. Promo-promo tersebut akan dapat dimanfaatkan oleh 
Debitur Pembiayaan UMi untuk menurunkan biaya produksi dan lebih jauh 
meningkatkan penghasilan usaha. Untuk lebih jauh memanfaatkan arus perubahan 
teknologi ini, UMi yang terhubung dengan UNIK tersebut akan dapat disambungkan 
dengan marketplace digital yang terkait dengan UNIK itu sendiri. Dengan demikian, 
UMi kini bisa memasarkan produk mereka secara online dan pasar UMi akan meluas 
dan tidak dibatasi oleh lingkup pasar fisik tradisional.  

 

Tantangan ke depan: Menciptakan Ekosistem Digital 

Berikut adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan ekosistem digital yang 
ideal untuk Pembiayaan Ultra Mikro. Debitur Pembiayaan UMi adalah seorang tukang 
bakso yang berjualan dengan gerobak dan berkeliling di sekitar komplek-komplek 
perumahan. Abang tukang bakso ini menerima Pembiayaan UMi melalui UNIK yang 
kemudian membelanjakan UNIK tersebut di marketplace online untuk membeli mie 
kuning dan mie putih. Sedangkan untuk daging dan tepungnya, si abang tukang bakso 
ini berbelanja di pasar tradisional yang telah menggunakan QR Code untuk berbelanja 
dengan UNIK. Karena berbelanja dengan UNIK, merchant yang telah bekerja sama 
menawarkan potongan harga sebesar 15%. Lantas untuk memperluas pasarnya, si 
abang tukang bakso berjualan melalui layanan antar ojek berbasis online sehingga 
pasarnya meluas sebanyak 10%. Ternyata penjual mie di marketplace online serta 
pedagang daging dan tepung di pasar tradisional tersebut merupakan Debitur 
Pembiayaan UMi yang telah menerima Pembiayaan UMi secara digital melalui UNIK. 

Ini adalah sebuah ekosistem yang akan dibangun dengan memanfaatkan 
Penyelenggara UNIK yang telah mendapatkan ijin operasional dari Bank Indonesia 
selaku regulator dan supervisor. Debitur UMi bisa sekaligus menjadi merchant bagi 
Debitur UMi lainnya. Selain itu, Penyelenggara UNIK juga dituntut untuk melakukan 
perluasan merchant UNIK yang menyediakan bahan-bahan kebutuhan usaha Debitur 
Pembiayaan UMi. Dengan semakin banyaknya pengguna UNIK dan merchant tersebut, 
selain akan membantu tercapainya inklusi keuangan, juga akan meningkatkan nilai jual 
UNIK sebagai alternatif yang dapat dipilih oleh Debitur dalam menerima Pembiayaan 
UMi.  

 

Pendampingan: Peluang Digitalisasi Pembiayaan UMi untuk Berhasil 

Sejalan dengan prinsip Pembiayaan UMi yaitu empowering dan enhancing, 
dimana tidak ada lembaga baru yang akan dibuat, Digitalisasi Pembiayaan UMi ini 
dibangun dengan memanfaatkan institusi/lembaga yang telah ada dan beroperasional 
dengan baik. Pembiayaan UMi ini juga memiliki sebuah kekuatan yang akan dapat 
menjadi faktor pendukung keberhasilan program yaitu adanya kewajiban penyediaan 
pendampingan oleh Penyalur bagi debitur.  

Pendamping inilah yang akan mendampingi debitur dalam memanfaatkan UNIK 
sebagai alat untuk membawa UMI di Indonesia menjadi pemain yang tangguh dalam 
revolusi industri 4.0. Jika Debitur Pembiayaan UMi memiliki pertanyaan ataupun 
membutuhkan bimbingan dalam menggunakan aplikasi berbasis teknologi tersebut, 
maka pendamping yang menjadi ujung tombak Pembiayaan UMi inilah yang akan 
membimbing debitur agar dapat mandiri dan berkembang dalam pemanfaatan UNIK 
untuk peningkatan usahanya.  
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Untuk lebih memperkuat kapabilitas pendamping dalam melakukan pembinaan 
bagi Debitur, PIP bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) dalam 
menyediakan pelatihan bagi pendamping. Dengan semakin berdayanya Pendamping, 
maka keberhasilan digitalisasi Pembiayaan UMi kedepannya akan dapat dipastikan 
terwujud. 
(Kontributor Direktorat Sistem Manajemen Investasi) 
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Layanan ERP Shared Service untuk Satker Pemerintah 
Moudy Hermawan, Seti Gautama Adi Nugroho, Frenky Dedy Kristinus Situmorang, 

Bellatrika Arisnawan 

Direktorat Sistem Perbendaharaan 

 

Pendahuluan 

Shared service merupakan amanat Inisiatif Strategis (IS) transformasi 
kelembagaan yang direncanakan diimplementasikan pada 20251. Atas penugasan ini, 
Direktorat Sistem Perbendaharaan telah merancang Grand Design Shared Services 
untuk diterapkan pada sistem pembayaran pemerintah.  

Fitur utama rancangan shared service center (SSC) dalam grand design tersebut 
adalah sebagai berikut: 

1. Sentralisasi layanan back office satker 

2. Dilaksanakan pada unit khusus 

3. Melayani jenis transaksi belanja pegawai, pembayaran rutin, perjalanan dinas, dan 
belanja umum di bawah Rp50 juta. 

4. Pagu belanja terikat pada masing-masing satker 

Adapun tantangan pembentukan SSC adalah sebagai berikut: 

1. Revisi peraturan/regulasi 

                                                           
1 Keputusan Menteri Keuangan nomor 36/KMK.01/2014 tentang cetak biru program 

transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 
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Perlu klarifikasi penyatuan pagu sebagai dasar pembayaran gaji terpusat. 
Penyatuan pagu gaji membuat perhitungan kinerja dan total belanja satker menjadi 
tidak wajar. Selain itu, belum ada peraturan yang mengatur teknis operasional SSC.  

2. Pembentukan SSC/Shared Service Provider atau Enterprise Resource Planning 
sebagai shared service center 

Perlu dipertimbangkan adanya unit khusus mempunyai karakteristik spesifik, yang 
mempunyai perbedaan dengan satker PNBP dan satker BLU. Namun juga terdapat 
pilihan bahwa institusi shared services adalah suatu sistem software yang 
membantu petugas satker untuk meringkas semua kebutuhan administratif 
pembayarannya, sehingga secara teknis, satker berkenaan menjalankan fungsi 
perbendaharaan sebagaimana ketentuan saat ini. Pengelolaan sofware ini nantinya 
disupervisi salah satu unit di DJPb. 

3. Pembagian fungsi di dalam tata kelola SSC  

Perlu klarifikasi pembagian tugas dalam shared service. Pembagian tugas antara 
KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, bahkan PAPBP mungkin akan terdampak. 
Penggunaan shared service dalam bentuk unit khusus atau layanan back office akan 
berdampak pada workflow internal satker.  

4. Pengenaan chargeback practice untuk anggaran SSC 

Operasional satker yang didelegasikan ke unit SSC atau back office virtual 
berpotensi menimbulkan biaya. Isu ini perlu diklarifikasi karena berdampak pada 
belanja operasional satker dan unit pengelola SSC.   

5. SSC menerapkan SLA (service level agreement)  

 Belum tersedia SLA yang akan menjadi standar ukur kualitas layanan SSC. Selain 
itu, perlu diklarifikasi bagaimana tata kelola pengaduan dan supervisi atas kualitas 
SSC. Satker pengguna, maupun pihak ketiga yang menjadi mitra satker tidak boleh 
dirugikan atas pelaksanaan SSC. 

6. Software pendukung SSC belum tersedia lengkap dan standar 

Saat ini, pembuatan rekap gaji menggunakan Aplikasi GPP satker, yang kemudian 
dikompilasi dalam Aplikasi Gaji KPPN terpusat sebagai database seluruh pegawai 
PNS pusat. Belum tersedia aplikasi kepegawaian yang dapat menggabungkan 
antara manajemen SDM dengan penyusunan rekap gaji, sehingga memerlukan 
proses manual untuk pengujian dokumentasi SDM hingga menjadi rekap gaji yang 
dipergunakan sebagai pembayaran. Pada model SSC di Amerika Serikat, terdapat 
software HR connect yang menjadi jembatan antara data SDM dengan sistem 
pembayaran gaji (payroll) 

 

Upaya Percepatan Implementasi Shared Service 

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat celah percepatan implementasi shared 
service dengan membentuk unit khusus SSC sebagai pengelola database Online 
Analytical Processing (OLAP) shared service. Shared service dijalankan dengan 
memanfaatkan kemajuan fintech yang saat ini ada. Syarat utama model shared service 
pada tulisan ini adalah implementasi secara penuh aplikasi SAKTI dan memiliki fitur 
application programming interface (API) /web service untuk memproses transaksi yang 
terhubung ke sistem lain. Dengan kata lain, shared service merupakan ekosistem digital 
yang mengintegrasikan sistem-sistem yang masuk dalam alur transaksi. 

Kedudukan SSC pada tulisan ini adalah unit yang mengendalikan kelancaran 
transaksi atau penyedia jembatan antar sistem. SSC bertanggungjawab atas kelancaran 



 

 

12 INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 3 Nomor 6 Tahun 2018 

proses dan penanganan gangguan (shared service operation/SSO). Selain itu, SSC juga 
melakukan Analisa atas transaksi yang terkumpul pada data base OLAP shared service, 
dengan tujuan optimalisasi sistem secara berkelanjutan (shared service analysis/SSA) 

Pada tulisan ini, model shared service yang disajikan hanya untuk proses 
transaksi dibawah Rp.50juta, termasuk transaksi rutin daya dan jasa, serta perjalanan. 
Karakter transaksi tersebut dapat disatukan dalam proses yang sama, karena sudah 
difasilitasi fintech yang ada saat ini, serta pemilihan vendor tidak memerlukan lelang. 
Hal ini dapat diartikan juga, apapun barang yang tersedia di marketplace/e-katalog, 
selama harga kurang dari Rp.50juta, dapat dibayarkan melalui shared service dengan 
model pembayaran SPM LS. 

Proses pemesanan, approval, hingga penyelesaian SPM dilakukan oleh pejabat-
pejabat yang ditujuk sebagai mana ketentuan yang berlaku. Namun interaksi antar 
pejabat tersebut dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik. Proses approval di level PPK 
dan PPSPM, pejabat perbendaharaan dapat memeriksa dokumen pengadaan secara 
digital termasuk melakukan pengujian kodifikasi anggaran dan melengkapi uraian 
yang sebelumnya sudah ditentukan oleh masing-masing sistem. Fitur ini akan 
membuat proses approval lebih ringkas dan cepat, serta nantinya dapat dijalankan via 
aplikasi mobile. 

 

Proses Setup User 

Gambar 1 menunjukkan proses setup user  yang menghubungkan antara aplikasi 
SAKTI dengan marketplace. Pada awal tahun atau kegiatan, PPK/admin SAKTI 
menerbitkan user SAKTI yang spesifik terikat pada output, berdasarkan surat 
keputusan atau surat tugas KPA/Kepala satker. Selanjutnya, penerbitan user terbebut 
disampaikan ke petugas yang ditunjuk.  

 

Gambar 1 User setting untuk menghubungkan SAKTI dengan marketplace 
 

Petugas yang berwenang membuka akun di marketplace yang sudah 
bekerjasama dengan SAKTI. User authentifikasi saat pembukaan akun marketplace 
diuji dengan user yang sudah dibuat pada sistem SAKTI. Metode ini membuat transaksi 
yang akan dilakukan petugas berkenaan akan terikat pada output, dan dapat 
memudahkan sistem SAKTI memproses tagihan kedepannya. Verifikasi user dilakukan 
secara otomatis via interaksi API marketplace dengan SAKTI. 

User Setting: link antara SAKTI dengan market 
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Gambar 2 Model transaksi Shared Service dengan OLAP sebagai penghubung 
 

Proses Purchasing 

Dengan asumsi petugas yang ditunjuk sudah memahami tugas dan alokasi 
anggarannya, petugas memilih barang yang dibutuhkan dan mengajukan pesanan. 
Pesanan yang dapat dipilih adalah apapun yang tersedia di marketplace selama 
bernilai di bawah Rp.50juta rupiah, termasuk barang, jasa, langganan, dan perjalanan. 
Tanggung jawab pemesanan ada pada petugas berkenaan.  

Selanjutnya sistem marketplace akan menguji validitas pesanan dan menyampaikan ke 
sistem SAKTI. Marketplace mengirimkan data pesanan beserta identifikasi supplier. 
Proses validasi supplier, PO, dan permintaan pembayaran ditangani secara otomatis 
pada sistem SAKTI, namun tercatat di sistem SSC. 

Selanjutnya, PPK yang menangani akan mendapat notifikasi via aplikasi SAKTI bahwa 
terdapat pesanan yang memerlukan pembayaran. PPK memeriksa kelengkapan data, 
dan melengkapi informasi yaitu kode akun dan uraian SPP. Uraian SPP sebenarnya 
telah terbentuk otomatis saat data transaksi dikirimkan dari marketplace ke sistem 
SAKTI. Selanjutnya, dengan asumsi semua elemen data lengkap, maka PPK 
memberikan approval. Hasil approval ini adalah Surat Permintaan Pembayaraan digital 
yang memerlukan konfirmasi selesai oleh sistem marketplace. 

Proses Komitmen 

SAKTI menyampaikan SPP ke sistem marketplace sebagai notifikasi komitmen. Atas 
komitmen tersebut, marketplace menghubungi vendor untuk permintaan pengiriman. 
Selanjutnya vendor menyiapkan barang/jasa/layanan untuk dikirimkan. 

Proses Delivery 

Ketika barang sudah dikirimkan ke petugas yang memesan, petugas dapat 
menginformasikan pada marketplace bahwa pesanan sudah lengkap sesuai pesanan, 
dan berstatus selesai. Atas konfirmasi ini, marketplace menyampaikan notifikasi 
penyelesaian ke SAKTI. Selanjutnya, SAKTI menyampaikan data elektronik SPP berupa 
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notifikasi kepada PPSPM bahwa terdapat tagihan pembayaran yang telah berstatus 
selesai diterima.  

Terdapat potensi perubahan data selama jeda waktu antara pemesanan hingga 
konfirmasi terima, misalnya perubahan rekening. Sistem SAKTI secara otomatis akan 
membandingkan data antara SPP dengan data pada notifikasi selesai dari marketplace. 
Data ini disampaikan pada PPSPM untuk diuji ulang kelengkapan dan pembebanan dan 
disahkah untuk diteruskan ke SPAN sebagaimana biasa (pengujian formal). 

Kondisi jika terdapat masalah 

Dalam kondisi terdapat kendala pada transaksi, pihak-pihak yang terkait transaksi 
dapat melakukan konfirmasi gangguan pada unit SSC. Gangguan yang dimaksud adalah 
ganguan transaksi dari sisi user, marketplace, vendor, SAKTI ataupun SPAN yang 
terkait sistem dan infrastruktur, misalnya link SAKTI pada marketplace tidak 
berfungsi, delay transaksi terlalu lama, atau salah satu pihak ingin mengetahui sampai 
tahapan mana proses transaksi saat ini. 

Dalam hal gangguan berupa barang tidak sampai atau kualitas tidak sesuai kebutuhan 
petugas pemesan, maka proses SPP ke SPM akan tidak berlanjut atau tertunda. PPSPM 
seharusnya tidak dapat memberikan approval selama notifikasi selesai dari sistem 
marketplace belum ada. Kodisi ini akan membutuhkan intervensi PPK hingga KPA 
untuk resolving transaksi. Proses void pada SAKTI dapat dilakukan oleh PPK. 
Sedangkan pada marketplace, penyelesaian konflik mengikuti kebijakan sistem 
berkenaan. 

Void ditingkat satker hanya dapat dilakukan saat proses SPP namun belum di-approve 
oleh PPSPM. Ketika SPM sudah terlanjur diterbitkan dan disampaikan ke sistem SPAN, 
maka PPSPM harus mengajukan permintaan void pada KPPN mitranya. 

Dalam hal terjadi void atau PPK atau PPSPM menemukan bahwa barang yang dibeli 
tidak dapat dibayarkan APBN, maka petugas yang memesan membayar tagihan ke 
marketplace sesuai ketentuan pada perjanjian Service Level Agreement (SLA) dengan 
pihak marketplace.  
 

Keunggulan 

Shared service ini memungkinkan petugas satker bertransaksi kapan saja selama 
akses internet tersedia. Gangguan sistem akan terminimalisasi karena terdapat SSC 
yang melakukan supervisi sistem transaksi 24/7. 

Model shared service ini memastikan bahwa pembayaran dilakukan setelah 
barang diterima. Pagu DIPA satker hanya terdebet jika petugas telah menyatakan 
barang sudah diterima dalam kondisi baik. Kondisi ini sesuai dengan ketentuan 
Keuangan Negara dimana pembayaran tidak boleh mendahului prestasi. Selain itu, 
sistem otomasi pada shared service ini memastikan bahwa kebenaran SPP hingga SP2D 
telah sesuai dengan dokumen pendukung (rechmatigheid). Penerima pembayaran juga 
sudah dipastikan sejak proses pemesanan dilakukan (wetmatigheid). Sedangkan tujuan 
belanja (doelmatigheid) dikendalikan sendiri oleh petugas satker. Dengan kata lain, 
potensi terjadinya masalah formal dokumen pembayaran dan retur termitigasi dengan 
baik. 

Layanan share service menghemat waktu dan sumberdaya yang dibutuhkan 
untuk melakukan reviu transaksi. Setiap tingkatan petugas akan memiliki dokumen 
yang cukup untuk memberikan putusan transaksi sebagaimana disediakan oleh sistem 
marketplace dan SAKTI. Selain itu, akan terbentuk file invoice dalam bentuk PDF 
sebagai dokumentasi atas transaksi yang diterbitkan oleh marketplace. 
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Norma waktu penyelesaian tagihan hingga SP2D lebih terkendali. Proses 
permintaan approval antara marketplace dan SAKTI adalah instan. Sehingga norma 
waktu yang dibutuhkan hanyalah waktu yang diperlukan oleh petugas PPK dan PPSPM 
untuk menentukan kelayakan pembayaran. Selain itu, jeda waktu tunggu antara SPP 
menjadi SPM tergantung dari durasi pengiriman, dimana mayoritas marketplace sudah 
menyediakan norma waktu masing-masing tingkatan pengiriman. 

Proses penyelesaian tagihan dapat dilakukan kapan saja, mengingat seluruh 
aplikasi nantinya tersedia dalam online. Namun untuk, pembayaran (settlement) 
mengikuti hari kerja KPPN serta dapat dilakukan scheduling payment jika terpenuhi 
dalam SLA antara BUN dan marketplace/vendor. 

Layanan shared service yang melibatkan marketplace membuka peluang bagi 
UMKM untuk terlibat lebih banyak pada transaksi pemerintah. Salah satu restriksi 
menjadi mitra pemerintah adalah perijinan dan penyajian bukti yang cukup kompleks. 
Dengan integrasi e-katalog/market place, proses validasi vendor akan diselesaikan 
pada sistem berkenaan. cara ini dapat diyakini memperpendek proses UMKM untuk 
dapat menjadi mitra pemerintah. 
 

Potensi Masalah 

Penyusunan Service Level Agreement (SLA) memerlukan peraturan khusus. 
Layanan shared service sifatnya sangat teknis, sehingga drafting SLA perlu diatur 
khusus dengan ketentuan setingkat Peraturan Menteri Keuangan selaku BUN. SLA 
dapat dibuat terpusat oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai pengendali sistem SAKTI 
dengan marketplace mitra yang terlibat. 

Dalam hal tidak terdapat marketplace yang bersedia bekerjasama, layanan e-
katalog LKPP dapat dipergunakan sebagai mitra. E-katalog perlu menambahkan 
layanan pembayaran untuk tagihan langganan daya dan jasa serta perjalanan supaya 
sistem berjalan seperti rencana. Selain itu, dimungkinkan bagi bank anggota HIMBARA 
untuk membangun government platform yang berfungsi selayaknya marketplace 
namun seluruh mitra penyedia barang jasa pemerintah yang menjadi nasabah bank 
berkenaan.  

Produk barang/jasa yang ada didekat satker tapi tidak masuk dalam 
marketplace tidak dapat dibeli atau menggunakan cara konvensional. Layanan yang 
dapat diberikan pada shared service hanya barang/jasa yang ada di marketplace. 
Vendor local yang ingin bermitra harus mendaftarkan di marketplace supaya dapat 
memasukan penawaran untuk satker mitranya. 

Selalu terdapat vendor fraud pada marketplace. Mengingat verifikasi vendor 
yang mendaftar pada marketplace pada umumnya sangat sederhana, maka selalu ada 
vendor yang tidak kompeten yang terdaftar dalam marketplace. Vendor-vendor ini 
dapat terpilih jadi mitra satker karena keterbatasan pengetahuan petugas pembuat 
pesanan. Oleh karena itu, permintaan resolving conflict akan selalu muncul. Dalam hal, 
diperlukan verifikasi lapangan, maka resolving conflict dapat dijadikan layanan pada 
KPPN mengingat kedekatan lokasi dengan satker mitra. Layanan verifikasi fisik 
lapangan oleh KPPN ini juga dapat diterapkan untuk mencegah vendor fiktif yang 
dibuat oleh petugas satker yang curang.  

Saat ini perhitungan pajak atas barang yang diperdagangkan di marketplace 
kurang transparan, walau dapat diyakini pajak telah dipungut. Supaya proses shared 
service memenuhi akuntabilitas, maka perhitungan perpajakan perlu menjadi bagian 
dari SLA layanan marketplace. 
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Tidak semua vendor memiliki NPWP, bahkan banyak marketplace tidak 
meminta vendor untuk mencantumkan NPWP. Mengingat field NPWP akan 
menentukan besaran pajak yang dipungut, maka petugas pemesan dan PPK harus 
memastikan bahwa NPWP sudah terisi. Dalam hal vendor tidak memiliki NPWP namun 
transaksi tidak dapat dihindari, maka SLA marketplace harus spesifik menyebutkan 
klausul terkait denda pajak yang harus ditanggung vendor, karena nilai pembayaran 
akan terpotong pinalti. 

Terdapat biaya handling marketplace yang mungkin tidak dapat dihindari. Pada 
transaksi jenis kartu kredit, marketplace pada umumnya memungut handling fee 
sekitar 1%-3% dari harga barang. Handling fee ini diperkirakan akan muncul pada 
layanan shared service karena terdapat jeda waktu pembayaran yang cukup panjang. 
Negosiasi penyusunan SLA dapat memitigasi potensi handling fee ini. Dalam hal tidak 
dapat dihindari, handling fee dapat dibayarkan terpusat sebagai bagian dari biaya 
layanan shared service. 

Dalam hal keperluan hukum, transaksi pada shared service perlu diarsipkan 
secara digital. Oleh karena itu, perlu repositori arsip digital yang disupervisi oleh 
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, namun KPPN dan satker memiliki hak akses 
untuk keperluan administrative masing-masing pihak. Hak akses ini juga perlu 
diberikan pada auditor BPK dana para penegak hukum sesuai kebutuhan. 

Kesimpulan 

Shared Service dalam pendekatan kontemporer, tidak lagi hanya merujuk pada 
layanan bersama satu atap, namun juga layanan elektronik yang menyederhanakan 
proses back office satker, sehingga sumber daya satker bisa lebih fokus untuk tugas 
fungsi utamanya. Disamping itu, shared service tidak mengambil alih kewenangan 
pejabat perbendaharaan serta tidak terjadi pooling pagu DIPA di satker tertentu. Hal 
tersebut dimungkinkan dengan dukungan ERP dengan teknologi API Web Service atau 
mungkin dengan blockchain kedepannya. 

Transaksi dalam sistem shared service yang dibangun dapat memenuhi 
akuntabilitas, legalitas, namun sederhana dalam hal proses pengadaannya. Sistem ini 
diharapkan tidak merubah pola kerja (business as usual) sehingga tidak banyak 
perubahan yang dilakukan untuk implementasi. Sementara itu, detil transaksi hingga 
akun, ditangani oleh petugas yang tersertifikasi (PPK dan PPSPM). Dalam hal satker 
tidak dapat memenuhi petugas tersertifikasi berkenaan, jabatan PPK dan PPSPM dapat 
didelegasikan ke satker induk/lainnya sesuai kebijakan KPA dan ijin Kementerian 
Keuangan selaku BUN. 

Supaya Shared Service dapat dijalankan dengan benar maka software pendukung 
harus tersedia dan dapat diimplementasikan dengan stabil dan terhubung dalam 
server OLAP yang dikendalikan oleh SSC. Selain itu, perlu disediakan SLA untuk garansi 
kualitas layanan dari kedua sistem, yaitu marketplace dan SAKTI. 

Shared service dapat dikembangkan untuk memudahkan Rencana Penarikan Dana 
(RPD) satker. Jeda waktu tunggu penerimaan barang dapat dimanfaatkan untuk 
penyediaan dana bagi BUN. Saat PPK menyatakan komitmen untuk membayar, 
informasi ini dapat dipergunakan oleh BUN untuk menyediakan dana dalam jeda 
waktu 3-5 hari kerja. Sehingga saat barang diterima dan diterbitkan SPM, alokasi dana 
sudah tersedia. 

Sistem shared service ini sangat fleksibel, sehingga saat terjadi penggabungan 
satker, proses approval tidak akan tergangu. Satker tetap berkuasa penuh atas 
barang/jasa yang dibutuhkan untuk pencapaian tugasnya.  
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Ide IZAT untuk Simplifikasi LPJ Dana Desa 
Budi Lesmana 

KPPN Sampit 

 

 

Permasalahan Pelaporan/Pertanggungjawaban Dana Desa 

Pada acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 di Yogyakarta, Rabu, 25 Juli 2018, Presiden Jokowi 

mendapat keluhan dari Kepala Desa mengenai sulitnya menyusun Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) dana desa. Menanggapi keluhan ini, Presiden Jokowi 

berjanji mengevaluasi dan meminta kepada Kementerian Keuangan agar membuat 

skema laporan dana desa secara lebih sederhana dan mudah dicek 

(https://www.gatra.com/rubrik/nasional/334302-Kades-Keluhkan-Rumitnya-LPJ-

Dana-Desa). 

Permasalahan LPJ sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Presiden pada sidang 

kabinet paripurna tanggal 29 Agutus 2017. Presiden menyampaikan bahwa 

simplifikasi/penyederhanaan SPJ/LPJ berjalan dengan baik dan penyusunan laporan 

keuangan masih dianggap ribet. Atas permasalahan tersebut, Dirjen Perbendaharaan 

melalui surat No. S-7661/PB/2018 tanggal 4 September 2017 memerintahkan untuk 

mengadakan FGD penyederhanaan SPJ/LPJ. 

Penyusunan SPJ/LPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas 

penggunaan dana APBN yang notabene merupakan amanah dari rakyat. Arahan 

presiden dan juga menteri keuangan meminta pemerintah dalam hal ini Ditjen 

Perbendaharaan sebagai pembina pelaksanaan anggaran untuk mengeluarkan 
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kebijakan tata cara penyusunan SPJ/LPJ yang secara substantif tujuan SPJ/LPJ 

terpenuhi namun dalam penyusunan mudah dan sederhana. 

Tujuan SPJ/LPJ pada dasarnya melaporkan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan 

penggunaan dana. Laporan pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan seberapa jauh persentase 

kemajuan pekerjaan. Laporan penggunaan dana untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat penggunaan dana dan penggunaan dana digunakan untuk apa. 

Dalam rangka mengembangkan tata kelola penyusunan SPJ/LPJ yang efektif dan 

sederhana (simplified), penulis mengusulkan agar Ditjen Perbendaharaan dapat 

mengambil ide dari aplikasi IZAT yang dibangun dan dikembangkan oleh anak 

perusahaan PT. PLN (Persero) yaitu PT. Pembangkitan Jawa Bali tepatnya di unit 

pembangkitan Gresik Jawa Timur. Ide ini muncul ketika penulis melakukan kegiatan 

benchmarking sebagai bagian dari kegiatan Diklatpim III di Balai Diklat Kepemimpinan 

di Magelang. 

Mengenal Aplikasi IZAT 

IZAT atau aplikasI Zero Accident assistanT merupakan aplikasi yang digunakan 

dalam manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). IZAT dilatarbelakangi 

rendahnya kesiapan laporan manajemen K3. Laporan manajemen K3 sulit disusun 

karena keterbatasan SDM dan tidak siapnya pegawai dalam menyusun laporan. 

Pegawai K3 adalah orang lapangan yang tugasnya memeriksa, menyiapkan, 

memperbaiki peralatan K3 agar berfungsi dengan baik. Kewajiban dalam menyusun 

laporan secara manual (diketik/dicetak) menjadi kegiatan yang membosankan. 

Dari latar belakang tersebut, tim pengembang mencari ide untuk mengembangkan 

sistem manajemen K3 yang efektif dan simple (mudah digunakan). Akhirnya IZAT 

dibangun dengan pemanfaatan handphone dan teknologi Radio Frequency Identification 

(RFID) sebagai media perekaman dan pelaporan manajemen K3. RFID adalah sebuah 

teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang  elektromagnetik untuk 

merubah data antara terminal dengan suatu objek seperti produk barang, hewan, 

ataupun manusia dengan tujuan untuk identifikasi dan penelusuran jejak melalui 

penggunaan suatu piranti yang bernama RFID tag. 

 
Gambar 1: RFID Pada IZAT 
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Bisnis Proses IZAT adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksana lapangan melakukan pengecekan dan pemeliharaan peralatan K3 seperti 

hidrant air, pemadam kebakaran, kelengkapan obat-obatan di kotak K3. 

2. Sebelum pelaksanaan tugas rutin tersebut, petugas menempelkan handphone yang 

sudah terinstal aplikasi IZAT ke RFID yang sudah dipasang di lokasi atau di 

peralatan yang diperiksa. Penempelan HP ke RFID untuk memastikan petugas 

sudah ke tempat yang harus diperiksa. Selanjutnya petugas melakukan perekaman 

data di aplikasi IZAT termasuk upoad foto peralatan yang sudah diperiksa. 

3. Semua data yang direkam menggunakan HP tersebut secara otomatis akan 

tersimpan di database IZAT. Petugas tidak perlu lagi membuat laporan khusus 

pelaksanaan tugas karena semua laporan secara otomatis dapat diolah dan 

disiapkan dari data yang sudah direkam melalui HP petugas K3. 
 

 

Gambar 2: Bisnis Proses IZAT 

 

Dengan aplikasi IZAT tersebut banyak sekali manfaat yang diperoleh perusahaan yaitu 

: 

1. Pengawasan kepatuhan pegawai dalam melaksanakan tugas. 

2. Alat bantu pegawai K3 untuk memastikan semua pekerjaan sudah dilaksanakan 

karena IZAT akan memberikan notifikasi ketika ada tahapan pekerjaan yang 

terlewati. 

3. Menghematan waktu penyusunan laporan. 

4. Menghematan kertas karena petugas tidak perlu lagi melakukan pencatatan dan 

penyusunan laporan secara manual. 

5. Manajemen setiap saat dapat mengetahui kesiapan K3 dari dashboard K3. 
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Untuk membangun IZAT peralatan yang diperlukan cukup sederhana yaitu software 

IZAT, server database, RFID, PC/Laptop, dan HP (aplikasi android). Investasi 

pembangunan IZAT sekitar Rp250 juta. Dibandingkan manfaat yang diperoleh 

investasi membangun IZAT sangat murah. Inovasi IZAT tersebut sudah mendapat 

penghargaan dari berbagai ajang lomba kreatifitas di lingkungan PLN. Atas 

keunggulan-keunggulan tersebut, aplikasi IZAT sudah banyak digunakan di unit-unit 

organisasi di lingkungan PLN. 
 

Simpeldasa: Adopsi Aplikasi IZAT untuk SPJ/LPJ Dana Desa  

Ide aplikasi IZAT dapat mengatasi permasalahan rumitnya penyusunan SPJ/LPJ 

yang dikeluhkan dalam pelaksaan anggaran. Bahkan aplikasi ini juga dapat digunakan 

sejak penyusunan perencanaan kegiatan. Sebagai tahap awal adopsi aplikasi IZAT, 

penulis mengusulkan digunakan untuk penyusunan SPJ/LPJ dana desa dalam rangka 

mengatasi keluhan para kepala desa sebagaimana tersebut awal tulisan. Sistem yang 

penulis usulkan dapat diberi nama Sistem Informasi Penyusunan Laporan Dana Desa 

(Simpeldasa). 

Simpeldasa pada tahap awal tidak perlu menggunakan RFID. Software dan 

hardware yang diperlukan adalah software Simpeldasa (android), server, PC admin dan 

tentunya HP yang digunakan oleh user simpeldasa. Bisnis proses Simpeldasa adalah 

sebagai berikut : 

1. User (kepala/perangkat desa) menginstall aplikasi Simpeldasa. Aplikasi ini dapat 

didownload dari appstore karena berbasis android. 

2. User melakukan registrasi dengan aplikasi Simpeldasa. Cara registrasi adalah 

seperti dengan cara registrasi aplikasi transportasi online seperti gojek dan grab. 

Data-data yang direkam saat registrasi dapat ditentukan oleh Ditjen 

Perbendaharaan misalnya kode desa. 

3. Setelah aplikasi terinstal, kepala desa melakukan perekaman data rencana kegiatan 

dana desa. Rencana kegiatan dapat dilakukan secara sederhana seperti hanya 

berupa nama kegiatan, volume kegiatan dan jumlah dana. 

4. Pada saat kegiatan berlangsung, kepala desa dapat merekam progres pelaksanaan 

kegiatan berikut foto-foto kegiatan dengan aplikasi Simpeldasa. Kepala desa juga 

menginput data penggunaan dana. Jika diperlukan foto dokumen dapat disertakan. 

Kepala desa juga dapat merekam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

kegiatan. 

5. Semua laporan seperti rencana kegiatan, progres kegiatan dan laporan penggunaan 

dana secara otomatis terolah dan tersaji dari database simpeldasa. Laporan dibuat 

sesuai kebutuhan manajemen. 
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Gambar 3: Adopsi IZAT pada Simpeldasa 

Selain memudahkan penyusunan SPJ/LPJ dana desa, Simpeldasa berguna bagi 

manajemen dalam hal ini pemerintah desa, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan 

serta stakeholder lainnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana 

desa. Pemerintah daerah dapat segera melakukan tindakan-tindakan atas 

permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan dana desa. 

Dalam pengembangan selanjutnya Simpledasa dapat dikembangkan mengadopsi 

teknologi RFID yang bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas pelaporan. Dengan 

RFID, pelaksana kegiatan dana desa terutama pengawas kegiatan setiap periode wajib 

mendatangi dan mengawasi lokasi kegiatan yang sudah dipasang RFID. Petugas harus 

menempelkan HP ke RFID serta melakukan perekaman data-data hasil pengawasan. 

Dengan mekanisme seperti ini maka kegiatan monitoring dapat dilakukan secara 

efektif dan efisien. Manajemen terkait setiap saat dapat melihat perkembangan 

pelaksanaan kegiatan secara up to date dari dashboard Simpeldasa. 

 

Referensi : 

 (Https://www.gatra.com/rubrik/nasional/334302-Kades-Keluhkan-Rumitnya-LPJ-

Dana-Desa) 

 Surat No. S-7661/PB/2018 tanggal 4 September 2017 tentang Pelaksanaan FGD 

Penyederhanaan SPJ/LPJ 

 Aplikasi IZAT – Akademi PJB Tahun 2017 

 

 

 

 



 

 

23 INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 3 Nomor 6 Tahun 2018 

 

Tim Pengelola Indonesian Treasury Update (ITUp) 

 

 

Pengarah   

Marwanto Harjowiryono Direktur Jenderal Perbendaharaan 

  Penanggung Jawab  

Sudarso Direktur Sistem Perbendaharaan 

  Redaktur  

Windraty Ariane Siallagan Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan 

  Editor  

Iwan Megawan  Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan I 

Agus Triyono  Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan 

Nurul Laili Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan 

  

  Desain Grafis  

Sofyan Atsauri Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan 

 

  Sekretariat  

Agung Hartoyo Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II 

Faruq Al Amin Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan 

  

PIC Direktorat Teknis  

Yockie Krisna Putra Direktorat Pengelolaan Kas Negara 

Lalu Fahany Yazikri Direktorat Sistem Manajemen Investasi 

Chandra Akyun Singgih Wibowo Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Kursus Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Sulistiyono Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan  

Catur Ery Prabowo Direktorat Pelaksanaan Anggaran 

Zainal Fanani Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Lili Suheli Sekretariat Ditjen Perbendaharaan 

 

 

 

 

 



 
 

 

24 
 

 

 


